
dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 
Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan 
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 
R I Tahun 1999 Nomor 174, Tam bahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3895), sebagannana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3961) 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 

Mengmgat 1 

sebagaimana pertimbangan 

Memmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 
struktur orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan 
Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 
ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 
Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

TENTANG 

NOMOR 11 TAHUN 2023 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

PROVINS! MALUKU UTARA 

BUPATIHALMAHERASELATAN 

" ' 



PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 
tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 
Penyederhanan Struktur Orgarusasi Perangkat Daerah 
dihngkungan Pemermtahan Daerah Kabupaten/Kota 
Provmsi Maluku Utara 

2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 
4264J, 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 
5587) sebagarmana telah kedua kah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
RI Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia 
Nomor S Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Provmsi Dan Daerah Kabupaten/Kota 
Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemenntahan (Benta Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 197), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 
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Pasal 2 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera 
Selatan merupakan unsur Penunjang Urusan Pemenntahan yang menjadi 
kewenangan Daerah di bidang keuangan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 

BAB II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 
5 Dewai1 Penvakllan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat 
Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah dan Badan 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

8 Badan adalah Bada11 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 
dalam rangka mermmpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahhan dan/atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrrumstrasi 
pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 
Pelaksana Tekrns Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
melaksanakan kegiatan tekrus operasional tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

BABI 
KETENTUAN UMliM 
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Pasal 4 
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a , d1p1mp111 
oleh seorang Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi urusan penunjang pemenntahan di bidang keuangan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada daerah 

Paragraf 1 
BAD AN 

Bagian Ketiga 
Togas dan Fungsi 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

terdm atas 
a Badan, 
b Sekretanat Badan, terdm dan 

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 
2 Kelompok Jabatan Fungsional 

c D1dang Anggaran, terdm atas· 
1 Sub Bidang Perencanaan Anggaran, 
2 Sub Bidang Penyusunan Anggaran, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

d Bidang Pendapatan, terdm atas 
1 Sub Bidang Perulaian, Penetapan dan Keberatan, 
2 Sub Bidang Penagihan, Pemenksaan dan Pelaporan, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

e Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdm atas 
1 Sub B1dang Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran, 
2 Sub Bidang Akuntansi Pelaporan, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

f Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdm atas 
1 Sub Bidang Penatausahaan dan GaJ1 Daerah, 
2 Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, dan 
3 Kelompok Jabatan fungsional 

g Bidang Pengelolaan Aset dan Pertanahan, terdm atas 
1 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD, 
2 Sub B1dang Penatausahaan BMD, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional, dan 

h Unit Pelaksana Tekrus (UPT) 
(2) Bagan Susunan Orgamsasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 
Peraturan Bu pati 1n1 

Bagian Kedua 
Susunan Orgamsasi 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da Pasal 6, 
Sekretanat menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lmgkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggan, dan pelayanan adrmmstrast di lmgkungan Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 

Pasal 7 

Pasal 6 
Sekretanat Badan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, 
dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala 
Badan dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan 
kebijakan, pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi 
keuangan, hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan 
ketatalaksanaan, pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, 
kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan 
admimstrasi di lmgkungan Badan berdasarkan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagarrnana drrnaksud pada Pasal 4, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi 
1 Perumusan kebijakan tekrns dr bidang keuangan, mehputi perumusan 

kebijakan tekms perencanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, 
pengendahan pendapatan, aset dan pertanahan daerah, 

2 Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan, mehputi kebijakan 
pengelolaan keuangan, pengendahan pendapatan, aset dan pertanahan 
daerah, 

3 Pelaksanaan koordmasi di bidang keuangan, mehputi koordmasi 
pengelolaan keuangan, pengendahan pendapatan, aset dan pertanahan 
daerah, 

4 Pelaksanaan momtonng, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, 
mehputi evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, pengendahan 
pendapatan, aset dan pertanahan daerah, 

5 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, 

6 Pembmaan adrmmstrasi dan Aparatur Pemenntah Daerah Bidang 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan 

7 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Pasa19 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkait adrmmstrasi 

umum dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian Sadan, 
4 Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan, 
5 Penyiapan kesejahteraan pegawai Sadan, 
6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai Badan, 
7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, 
8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 

perpustakaan dmas, 
9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Sadan, 
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada Badan, 
11 Felaksanaan pelayanan adrnnustrasi perkantoran, 
12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 
13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 
14 Pelaksanaan fungsi lamnya yang drberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
ayat (1) huruf b angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

n--·-1 n rct~ct.1 o 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasr dan tata laksana di 
lmgkungan Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistern Pengendahan Intern Pemermtah 
(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di hngkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Badan, 

8 Pengelolaan kepegawaian di lmgkungan Sadan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah, 

9 Pelaksanaan momtonng, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
11 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya 
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Pasal 13 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub 
Bidang Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi 
1 Penyiapan bahan pembmaan tekrus perencanaan anggaran pendapatan 

dan pembiayaan daerah, 
2 Penyiapan bahan pembmaan tek11.1s perencanaan anggaran belanja 

daerah, 

Pasal 12 
Sub Bidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
ayat (1) huruf c angka 1, diprmpm oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan bahan, menganahsis serta mengevaluasi 
perumusan kebijakan tekrus Perencanaan Anggaran sesuai Pedoman kerja 
dan ketentuan yang berlaku 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 
(1) huruf c, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran, 
2 Pengoordmasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS 

dan KUA/PPAS Perubahan, 
3 Pengoordmasian penyusunan dan venfikasi RKA/DPA SKPD dan atau 

RKA P /DPA P SKPD, 
4 Pengoordmasian penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah ten.tang penjabaran APBD, 
5 Penyusunan peraturan kepala daerah tentang tekrus penyusunan 

anggaran SKPD, 
6 Penyusunan data dan mformasi keuangan daerah bidang anggaran, 
7 Pengoordmasian perencanaan anggaran pendapatan, 
8 Pengoordmasian perencanaan anggaran belanja daerah, 
9 Pengoordmasian perencanaan anggaran pembiayaan, 
10 Pengoordmasian pengelolaan data dan implementasr sistem mformasi 

pemenntahan daerah lmgkup keuangan daerah, 
11 Penyusunan Nota Keuangan, 
12 Penyediaan anggaran kas, dan 
13 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsmya 

Pasal 11 

Pasal 10 
Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, 
dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan dan mempunyai tugas menyusun program dan merumuskan 
kebijakan tekms di bidang anggaran rnehputi koordmasi dan penyusunan 
rencana anggaran daerah, penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran 

Paragraf 3 
BIDANG ANGGARAN 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Sub 
Bidang Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, 
2 Penyusunan anggaran belanja daerah, 
3 Pelaksanaan penyiapan petunjuk tekrns penyusunan rancangan APBD 

dan rancangan Peru bahan APBD, 
4 Pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD, 
5 Pelaksanaan pembmaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD, 
6 Pelaksanaan koordmasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan 

pendapatan PPKD, 
7 Pemantauan, pengendahan, dan evaluasi, serta koordmasi dengan sub 

bidang lamnya dalam pelaksanaan tugas kedmasan, 
8 Pengadrmmstrasian kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun 

laporan kmerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran, dan 
9 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 15 

Pasal 14 
Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
ayat (1) huruf c angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan bahan, menganahsis serta mengevaluasi 
perumusan kebijakan tekrus Penyusunan Anggaran sesuai pedoman kerja 
dan ketentuan yang berlaku 

3 Pelaksanaan penyiapan petunjuk tekms penyusunan rancangan APBD 
aan rancangan Peru banan APBD; 

4 Pelaksanaan koordmasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan 
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD, 

5 Pelaksanaan penyempumaan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 

6 Pelaksanaan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD, 

7 Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA 
SKPD, BLUD dan PPKD, 

8 Pemantauan, pengendahan, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub 
bidang lamnya dalam pelaksanaan tugas kedmasan, 

9 Pengadmmistrasian kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun 
laporan kmerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran, dan 

1 O Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Pasal 17 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 
Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendapatan, 
2 Pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan 

retnbusi daerah, 
3 Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan pemlaian pajak 

daerah dan retnbusi daerah, 
4 Pelaksanaan koordinas1 pemungutan pajak daerah dan retnbusi daerah, 
5 Pelaksanaan koordmasi penenmaan bagr hasil pajak dan bukan pajak, 
6 Penyusunan laporan reahsasi penenmaan pendapatan daerah, 
7 Pelaporan pendapatan daerah, dan 
8 Sosiahsasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retnbusi daerah 
9 Perumusan kebijakan tekms perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah, 
10 Perumusan kebijakan ten tang mtensifikasi pajak daerah dan retnbusi 

daerah, 
11 Pelaksanaan anahsis regulasi pendapatan daerah, 
12 Perumusan standansasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah 

dan retnbusi daerah, 
13 Pelaksanaan rnorutonng dan smkromsasi regulasi yang terkait dengan 

pendapatan daerah, 
14 Perumusan kebijakan tentang sistem admimstrasi pelayanan pajak 

daerah dan retnbusi daerah, 
15 Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan 

mformasi pajak daerah dan retnbusi daerah kepada masyarakat, 
16 Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retnbusi daerah yang 

berbasis teknologi mformasi, 
1 7 Pelaksanaan koordmasi dengan pihak terkart dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah, 
18 Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampmgan wajib pajak dan 

retnbusi, 
19 Penyelenggarakn sistem mformasi pajak daerah dan retnbusi daerah 

bark internal maupun eksternal, 
20 Pelaksanaaan pemehharaan basis data pajak daerah dan retnbusi 

daerah, 
21 Pelaksanaan pemenksaaan pajak daerah, dan 

Pasal 16 
Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, 
diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan dan mempunyai tugas menyusun program dan merumuskan 
kebijakan tekms di bidang pendapatan mehputi koordmasi dan penyusunan 
pengelolaan pajak dan retnbusi daerah, penyelesaian sengketa pajak dan 
retnbusi serta pengelolaan sumber pendapatan daerah lamnya 

Paragraf 4 
BIDANG PENDAPATAN 
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Pasal 20 
Sub Bidang Penagihan, Pemenksaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berta.nggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai 

Pasal 19 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sub 
Bidang Pemlaian, Penetapan Dan Keberatan menyelenggarakan fungsi 
1 Pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak dan retnbusi dan 

pendapatan lam-lam, 
2 Pelaporan hasil pemungutan pajak dan retnbusi dan pendapatan lam­ 

lam, 
3 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, 
4 Penyiapan usulan penetapan penenmaan penetapan dan perubahan 

target pajak dan retnbusi daerah dan pendapatan lamnya, 
5 Penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta 

tekrns pemungutan dan pengelolaan pajak dan retnbusi daerah dan 
pendapatan lamnya, 

6 Penyusunan, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan 
tanf pajak dan retnbusi daerah dan pendapatan lamnya, 

7 Pelaksanaan koordmasi, evaluasi dan rekonsihasi penenmaan PAD 
sektor pajak dan retnbusi daerah dan pendapatan lamnya, 

8 Pelaksanaan kegiatan fasihtasr sosiahsasi, momtormg dan klanfikast 
data penenmaan pajak dan retnbusi daerah dan pendapatan lamnya, 

9 Penghrmpunan dan melaporkan data penenmaan pajak dan retnbusi 
daerah dan pendapatan lamnya, 

10 Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan hngkup tugas 
11 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang 

Pemlaian, Penetapan dan Keberatan, 
12 Pengkoordmasian penyelenggaraan pembangunan Sub Bidang Pemlaian, 

Penetapan dan Keberatan, 
13 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub 

Bidang Pemlaian, Penetapan dan Keberatan, 
14 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 18 
Sub Bidang Pemlaian, Penetapan Dan Keberatan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai 
tugas mengumpulkan bahan, menganahsis serta mengevaluasi perumusan 
kebnakan tekrns Perulaian, Penetapan dan Keberatan sesuai pedoman kerja 
dan ketentuan yang berlaku 

22 Pelaksanaan momtonng dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan 
retriousr daeran 

23 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Pasal 23 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan, 

B1da11g Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dnnaksud pada Pasal 3 ayat 
(1) huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan 
menyusun rencana, mengoordmasikan penyelenggaraan urusan akuntansi, 
mehputi akuntansi penenmaan dan pengeluaran, akuntansi pelaporan, dan 
evaluasi 

Pasal 22 

Paragraf 5 
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

Pasal 21 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Sub 
Bidang Penagihan, Pemenksaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, 
2 Penyiapan data penenmaan, momtormg dan rekonsihasi data pajak dan 

retnbusi dengan mstansi terkait, 
3 Pelaksanaan koordmasi dengan mstansi terkait sebagai bahan 

penetapan alokasi pajak dan retnbusr, 
4 Pelaksanaan kegiatan fasihtasi, koordmasi, momtormg, rekonsihasi dan 

klanfikast data penenmaan pajak dan retnbusi secara penodik, 
5 Pelaksanaan fasihtasi kegiatan sosiahsasr terkart dengan peraturan 

perundang-undangan pajak dan retnbusi bersama mstansi terkait, 
6 Penyusunan dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, 

petunjuk tekrus penagthan, pemenksaan dan pelaporan pajak dan 
retnbusi, 

7 Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan hngkup tugas 
8 Pengawasan pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak dan retnbusi, 
9 Pelaporan hasil penghitungan bagi hasil bukan pajak dan retnbusi, 
10 Penyiapan usulan penetapan dan perubahan target penenmaan pajak 

dan retnbusi, 
11 Pelaksanaan koordmasi, evaluasi dan rekonsihasi penenmaan pajak dan 

retnbusi dan sumbangan pihak ketiga dengan mstansi terkait, 
12 Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan hngkup tugas 
13 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub B1da11g 

Penagihan, Pemenksaan Dan Pelaporan, 
14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

serta mengevaluasi perumusan kemjakan r-enagtnan, 
dan Pelaporan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 

menganahsis 
Pemenksaan 
berlaku 

tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam mengumpulkan bahan, 

- 11 - 



Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Sub 
Bidang Akuntansi, Penenmaan dan Pengeluaran menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan pengolahan penenmaan dan pengeluaran kas daerah, 
2 Pengkajian ulang hasil verifikast penenmaan dan pengeluaran anggaran 

kas daerah, 
3 Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penenmaan dan 

pengeluaran kas daerah, 
4 Pelaksanaan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran 

data transaksi penernnaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD, 

Pasal 25 

Sub Bidang Akuntansi, Penenmaan dan Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpm oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan 
mempunyai tugas pelaksanaan pengumpulan bahan, menganalisis serta 
mengevaluasi perumusan kebijakan tekrns Sub Bidang Akuntansi 
Penenmaan Dan Pengeluaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 
berlaku 

Pasal 24 

PPKD, 
8 Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 
9 Pelaksanaan rekonsihasr reahsasi pendapatan dan belanja serta 

pembiayaan, 
1 O Penyusunan anahsis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 
11 Penyusunan kebijakan dan panduan tekrus operasional penyelenggaraan 

akuntansi pemenntah daerah, 
12 Penyusunan sistem da11 prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemenntah daerah, 
13 Pelaksanaan venfikasi dan pengujian atas bukti memonal, 
14 Pelaksanaan pembmaan dan sosiahsasr tentang penyusunan laporan 

keuangan pemenntah daerah sesuai sistem akuntansi pemenntah 
daerah, dan 

15 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

2 Pengoordmasian pembukuan anggaran (akuntansi) penenmaan kas 
daeran, 

3 Pengoordmasian pembukuan anggaran (akuntansr) pengeluaran kas 
daerah, 

4 Pengoordmasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, 

5 Pengoordmasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD, 

6 Pengoordmasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 

7 Pelaksanaan konsohdasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan 
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la po ran penyusunan 3 

anggaran pengeluaran kas 2 

Pasal 27 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Sub 
Bidang Akuntansi Pelaporan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan pembmaan tekms pembukuan anggaran penenmaan kas 

daerah, 
Pelaksanaan bimbmgan tekrus pembukuan 
daerah, 
Pelaksanaan bimbmgan tekrus 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

Pasal 26 
Sub Bidang Akuntansi Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 
(1) huruf e angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan bahan, menganahsis serta mengevaluasi 
perumusan kebijakan tekrus Sub Bidang Akuntansi Pelaporan sesuai 
pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

5 Pelaksanaan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi 
penenmaan dan pengeruaran yang dilakukan oleh SKPD, 

6 Penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas, 
7 Pelaksanaan pemantauan atas pengikhtisarkan penenmaan dan 

pengeluaran kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD, 
8 Pelaksanaan pemantauan atas posting penenmaan dan pengeluaran 

yang dilakukan oleh SKPD, 
9 Pelaksanaan konsohdasi laporan penenmaan berdasarkan laporan 

penenmaan dan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD, 
1 O Penyelenggaraan anahsis laporan reahsasi penenmaan dan pengeluaran, 
11 Penyusunan laporan reahsasi penerimaan dan pengeluaran APBD 

periodik (bulanan, tnwulanan, semesteran dan tahunan), 
12 Penyusunan laporan reahsasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekurtas, neraca, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, 

13 Pelaksanaan verifikasi, anahsa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi 
penenmaan dan pengeluaran (bukti memonal), 

14 Pelaksanaan posting atas pengeluaran, 
15 Penyusunan ikhtisar laporan keuangan BUMD, 
16 Pelaksanaan 1 cku11;::,1hct;::,1 atas reahsasi pengeluaran dengan SKPD 

terkait, 
1 7 Pelaksanaan pembmaan, sosiahsasi tentang penyusunan laporan 

keuangan Pemenntah Provmsi sesuai Sistem Akuntansi Pemenntah 
Daerah, 

18 Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penenmaan 
dan pengeluaran, 

19 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bidang 
Akuntansi, Penenmaan Dan Pengeluaran, dan 

20 Pelaksanaan fungsi lain yang d1benkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Pasal 29 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, 
Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan Dan Kas 

Daerah, 
2 Pengoordmasian pengelolaan kas daerah, 
3 Pengoordmasian pemmdahbukuan uang kas daerah, 
4 Pengoordmasian penatausahaan pembiayaan daerah, 

Pasal 28 
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf f, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan dan menyusun rencana, mengoordmasikan 
µc11ydc11~c:Uc:t.c:U1 urusan perbendaharaan dan kas daerah, mehputi 
pelayanan perbendaharaan, pengelolaan kas, dan pengelolaan gaji 

Paragraf 6 
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH 

4 Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

5 Penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas, 
6 Pelaksanaan konsohdasr laporan keuangan BLUD kedalam laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
7 Penyusunan konsohdasi laporan reahsasi APBD semester I dan 

prognosis 6 (enam) bulan benkutnya, 
8 Penyusunan laporan keuangan konsohdasi atas laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
9 Penyusunan laporan reahsasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekurtas, neraca, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, 

1 O Penyusunan ikhtisar kmerja keuangan pemenntah daerah, 
11 Penyusunan ikhtisar laporan keuangan BUMD, 
12 Penyusunan bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan 

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 
13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD, 
14 Penyiapan bahan koordmasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
15 Penyiapan bahan tmdak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 
16 Penyiapan bahan untuk anahsa laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, 
17 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bidang 

Akuntansi Pelaporan, 
18 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsi 

- 14 - 



Pasal 31 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Sub 
Bidang Penatausahaan dan GaJ1 Daerah menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan), 
2 Pengkajian ulang hasil venfikast penatausahaan pembiayaan daerah 

(perbendaharaan}, 
3 Pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendahan 

atas pagu anggaran dan penehtian dokumen SPM, 
4 Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta 

pendistnbusian lembar SP2D, 

Pasal 30 
Sub bidang Penatausahaan dan GaJ1 Daerah sebagrumana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub bidang 
yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyru tugas 
melaksanakan pengumpulan bahan, menganahsis serta mengevaluasi 
perumusan kebijakan tekrus Penatausahaan dan GaJ1 Daerah sesuru 
pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

5 Pengoordmasian pengelolaan dana penmbangan dan dana transfer 
lrunnya, 

6 Pengoordmasran penempatan uang daerah dengan membuka rekenmg 
kas umum daerah, 

7 Pengordmasian pemprosesan, penerbitan dan pendistnbusian lembar 
SP2D, 

8 Pengoordmasran pelaksanaan dan penehtian kelengkapan dokumen SPP 
dan SPM, pembenan pembebanan rmcian penggunaan atas pengesahan 
SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP, 

9 Pengoordmasian penyusunan laporan reahsasi penenmaan dan 
pengeluaran kas daerah, laporan ahran kas, dan pelaksanaan 
pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 
(PFK}, 

10 Pengoordmasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul 
akibat pengelolaan kas, pelaksanaan anahsis pembiayaan dan 
penempatan uang daerah sebagru optimahsasi kas, 

11 Pengoordmasian rekonsihasi data penenmaan dan pengeluaran kas 
serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan mstansi terkrut, 

12 Pengoordmasian penyusunan petunjuk tekrus admmistrasi keuangan 
yang berkartan dengan penenma.a.n dan pengeluaran kas serta 
penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ}, 

13 Pengoordmasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembahan 
kelebihan penenmaan, 

14 Pengoordmasian pengelolaan penatausahaan data dan implementasi 
sistem mformasi perbendaharaan dan kas daerah, 

15 Pelaksanaan monrtormg, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada 
bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan 

16 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuru dengan tugas 
da.n fungsmya 
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Pasal 33 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Sub 
Bidang Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaaan pengelolaan kas daerah, 
2 Pelaksanaaan pemmdahbukuan kas daerah, 
3 Pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah, 
4 Pengkajian ulang hasil verifikasi permndahbukuan kas daerah, 
5 Pelaksanaaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah 

dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekenmg kas 
umum daerah, 

6 Pelaksanaaan pembukuan dan pengadrmrustrasian penenmaan dan 
pengeluaran daerah, 

7 Pelaksanaaan pemenksaan, anahsis, dan evaluasi pertanggungjawaban 
pendapatan/penenmaan kas, 

8 Pelaksanaaan penyusunan laporan penenmaan dan pengeluaran kas 
serta rekonsrhasi data penenmaan kas dengan mstansi terkait dalam 
rangka penyusunan posrsi kas, 

Pasal 32 
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (1) huruf f angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan bahan, menganahsis serta mengevaluasi 
perumusan kebijakan tekrus Penllaian Aset sesuar pedoman kerja dan 
ketentuan yang berlaku 

5 Pelaksanaan penehtian, mengoreksi dan membenkan persetujuan 
pemoebanan rmcian penggunaaan aras pengesanan SPJ gaji dan non 
gaji, 

6 Pelaksanaan pengadmmistrasian pemungutan dan pemotongan 
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsihasi pengeluaran kas 
berdasarkan SP2D dengan SKPD dan mstansi terkait dalam rangka 
pengendahan kas, 

7 Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan reahsasi pengeluaran 
kas berdasarkan SP2D, 

8 Pelaksanaan penehtian, mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta 
melaksanakan proses penerbrtan SKPP, 

9 Penyelenggaraan pembmaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan 
perbendaharaan, 

10 Pelaksanaan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD, 
11 Perumusan petunjuk tekms adrmmstrasi keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ), 
12 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait 

penatausahaan dan gaJ1 daerah, dan 
13 Penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permmtaan Pejabat 

Pengguna Anggaran atas beban rekemng kas umum daerah 
14 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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Pasal 35 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, 
Bidang Aset dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Aset dan pertanahan, 
2 Pengoordmasian penyusunan standar harga berdasarkan jems dan tipe 

barang, 
3 Pengoordmasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang nuhk daera.h, 

Pasal 34 
Bidang Aset dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) 
huruf g, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas tugas merumuskan kebijakan 
dan menyusun rencana, mengoordmasikan penyelenggaraan urusan 
pengelolaan aset daerah dan Pertanahan mehputi anahsa kebutuhan dan 
mventarisasi aset, pemanfaatan dan pengamanan aset, dan penghapusan 
aset serta Pertanahan sesuai kewena.nga.nnya. 

BIDANG ASET DAN PERTANAHAN 
Paragraf 7 

9 Pelaksanaaan anahsis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 
sebagai opnmahsast kas nalam rangka penerrrnaan daerah, 

10 Perumusan petunjuk tekms adrmmstrasi keuangan yang berkaitan 
dengan penatausahaan penenmaan kas, 

11 Pelaksanaaan pengelolaan utang/pmjaman dan prutang daerah, 
12 Penyusunan dan menyediakan laporan ahran kas secara penodik, 
13 Penyusunan, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dmas 

yang terkait dengan pengelolaan kas, 
14 Pelaksanaaan pengecekan pemrosesan restitusr/ pengembahan 

kelebihan penenmaan, 
15 Pelaksanaaan penyusunan dan pembua.ta.n laporan reahsasi 

pengeluaran kas berdasarkan SP2D, 
16 Pelaksanaaan penerbitan SPD restitusr/pengembahan kelebihan 

penenmaan, 
1 7 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait 

pendapatan daerah, 
18 Pemantauan pelaksanaan penenmaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/ atau lembaga keuangan Iamnya yang telah drtunjuk, 
19 Pengusahaan dan Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD, 
20 Penyiapan pelaksanaan pmjaman dan pembenan penjamman atas nama 

pemenntah daerah, 
21 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bidang 

Pengelolaan Kas Daerah, 
22 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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Pasal 39 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Sub 
Bidang Penatausahaan BMD menyelenggarakan fungsi 
1 Penyiapan konsep benta acara serah tenma atas penggunaan barang 

rmhk daerah, 
2 Penyiapan konsep Surat lj1n Penghurnan (SIP} penggu.naan rumah 

negara yang drtandatangam oleh sekretans daerah, 
3 Pelaksanaan morutormg dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan 

barang mihk daerah, 
4 Penyrmpanan dokumen ash kepermhkan barang rmhk daerah, 
5 Penghnnpunan laporan hasil pemehharaan dan SKPD secara berkala, 
6 Pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemehharaan barang rmhk 

daerah, 
7 Pelaksanaan penehtian dokumen pengajuan usulan pemmdahtanganan 

barang nuhk daerah, 
8 Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemmdahtanganan barang rmhk 

daerah, 
9 Pelaksanaan penehtian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang 

rrnhk daerah, 
10 Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang mihk 

daerah, 
11 Pelaksanaan penehtian dokumen pengajuan usulan penghapusan 

barang mihk daerah, 
12 Penyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang rmhk 

daerah, dan 

Pasal 38 
Sub Bidang Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 
(1) huruf g angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 
rnelaksanakan pengumpulan bahan, menganahsis serta mengevaluasi 
perumusan kebijakan tekrus Penatausahaan BMD sesuai pedoman kerja 
dan ketentuan yang berlaku 

3 Pelaksanaan penehtian usulan penetapan status penggunaan barang 
mihk daerah, 

4 Penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan 
barang rmhk daerah, 

5 Penehtian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang rmhk 
daerah, 

6 Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang rmhk 
daerah, dan 

7 Penyiapan dokumen hasil pemlaian barang rmhk daerah dalam rangka 
pemanfaatan barang rmhk daerah 

8 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub B1dang 
Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD, 

9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsi 

- 19 - 



Pasal 43 
(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 
adrmrnstrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkartan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 
membenkan pelayanan fungsional terkait mekarusme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdrvidu dan/ atau 
dalam um kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja 
orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdividu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada Kepala Badan 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Badan 

(7) Tim KeIJa sebagaimana drmaksud pada ayat (4) terdm dan 
a Ketua T1111, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensr yang ada pada unit orgamsasr 
tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 
pencapaian tujuan orgamsasi, 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 42 
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 
dan diberhentikan oleh Pejabat Pembma 

Kepala Badan, Sekretans, 
Sub Bidang diangkat 
Kepegawaiarr/Bupati 

Bagian Kedua 
Pengangkatan aan Pemberhenuan 
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Pasal 41 
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

Ilb, 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Admmistrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb, 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan 

Pengawas atau Eselon IVa 

BAB IV 
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

Pasal 40 
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrns (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekrus 
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpm oleh kepala UPT 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 
Peraturan Bu pati tersendm 

Ul'HT P&LAKSfu~A T&K?HS 
BAB III 

13 Penyiapkan dokumen hasil pemlaian barang rmhk daerah dalam rangka 
pemmdahtanganan barang rrnhk daerah 

14 Pelaksanaan pencatatan barang rmhk daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang diserahkan dan OPD, 

15 Penyiapan konsep pelaksanaan mventansasi barang mihk daerah, 
16 Penghimpunan dan melakukan pencatatan hasil pemlaian barang rmhk 

daerah dalam rangka penyusunan neraca pemenntah daerah dengan 
berpedoman pada standar akuntansi pemenntah pusat, 

1 7 Pelaksanakan rekonsihasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
rmhk daerah dengan pengurus barang OPD, pelaksana akuntansi OPD 
dan bidang akuntansi, dan 

18 Penghimpunan dan menyusun laporan barang rmhk daerah dalam 
rangka penyusunan laporan keuangan pemenntah daerah 

19 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bidang 
Penatausahaan BMD, 

20 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Pasal 46 
( 1) Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab merrumpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 
ditetapkan, dan 

Pasal 45 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan prmsip 
koordmasi, mtegrasi, dan smkromsasi baik di lmgkungan masmg-masmg 
maupun antar satuan orgamsasi di hngkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah serta dengan mstansi lam di luar lmgkungan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas masmg­ 
masmg 

BAB VI 
TATAKERJA 

Pasal 44 
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a Unit KeIJa yang masih mermhki Jabatan Admmistrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Admirustrator atau Eselon III 

b U111t Ke1Ja yang tidak mermhki Jabatan Admnustrator, jabatan 
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembma Kepegawaiari/ 
Bupab 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan 
Bupati tersendm 

Bagian Kedua 
J abatan Pelaksana 

( 1 O) Pejabat Furigstonal sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 
melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana drmaksud pada ayat (3) diberikan rulai Angka Kredrt 25°/o 
dan Angka Kredrt Kumulatif 

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12) Tugas, jems dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku 
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Pasal 50 
Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh] Orgamsasr 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 49 
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 1n1 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48 
Setiap laporan yang drterima oleh Pejabat Adrmmstrator dan Pejabat 
Pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

Pasal 47 
Setiap Pimpman Satuan Orgarusasr di hngkungan Badan Pengelolaan 
keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
aukun dan cupatuhi oleh bawahan secara berranggung jawab serta 
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
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RUSDI HASAN,SH.MH 
Nip 19830702 200812 1 002 

TTD 

Sahnan Sesuai dengan ashnya 
KI:PALA BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 1 6 februe ri 2023 

BUPATI HALMAHERA S LATAN 

t)~~· 
,'~·~~) 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1 t'. peb.I'llari 2023 

Pasal 51 
Peraturan Bupan mi mulai berlaku pada tanggal dttetapkan 
Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 
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BADAN 
PENGELOlA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

I I 
ICEIOMPOK 
JABATAN SEKR£TARIAT 

FUNGSIONAL 

I 

SUB 
BAGIAN ICELOMPOK 
UMUM JABATAN 

DAN FUNGSIONAL 
ICEPEGAWAIAN 

I I I I I 
Bl DANG BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG 

BID ANG BID ANG AKUN'TANSI PENGELOlAAN ASET 
PENDAPATAN DAN DAN DAN ANGGARAN 

PElAPORAN KASDAERAH PERTANAHAN 

I I I I I 

SUB SUB SUB 
Bl DANG Bl DANG SUB BIDANG SUB 

PENllAIAN AKUN'TANSI Bl DANG PEMANFAATAN BIDANG PENATAUSAHAAN - PERENCANAAN - PEN£TAPAN PENERIMAAN - - DAN 
DAN DAN DAN PEMBEADAYAAN ANGGARAN 

ICEBERATAN PENGELUARAN GAJIDAERAH BMD 

SUB 
SUB BIDANG SUB SUB SUB 

BID ANG PENAGIHAN Bl DANG Bl DANG Bl DANG - PENYUSUNAN - PEMEAIKSAAN AKUN'TANSI - PENGELOlAAN - PENATAUSAHAAN 
ANGGARAN DAN PElAPORAN KASDAERAH BMD 

PElAPORAN 

ICELOMPOK ICELOMPOK ICELOMPOK ICELOMPOK ICELOMPOK 
- JABATAN ~ JABATAN JABATAN ,.._ JABATAN ,.._ JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 
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